NDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A ( UU)
NOMOR 3 TAHUN 2001 (3/2001)
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

Meni mbang:

a. bahwa dengan perkenbangan dan kemaj uan Propinsi Daerah |stinmewa Aceh
pada umummya, dan Kabupaten Aceh Ti mur pada khususnya, serta adanya
aspirasi yang berkenbang dalam masyarakat untuk nmeni ngkatkan
kesej aht eraan dengan nengatur dan nengurus rumah tangga sendiri,
perlu nmeni ngkat kan penyel enggar aan peneri nt ahan, pel aksanaan
penbangunan, dan pel ayanan kenasyar akat an guna nenj am n per kenbangan
dan kensj uan pada nasa yang akan dat ang;

b. bahwa dengan nenperhati kan hal tersebut diatas dan kenmaj uan ekonomi ,
pot ensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jum ah penduduk, |uas
daerah, dan pertinbangan lainnya di Kota Administratif Langsa
Kabupaten Aceh Tinmur, serta nmeningkatnya beban tugas dan volune
kerja di bi dang penyel enggar aan peneri nt ahan, pel aksanaan
penbangunan dan pel ayanan kenmasyarakatan serta nenberi kan kemanpuan
dal am pemanfaatan potensi daerah untuk nmenyel enggarakan otonomi
daerah di Kabupaten Aceh Tinmur, perlu nmenbentuk Kota Langsa sebagai
daerah ot onom

c. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di maksud dal am huruf a
dan b, perlu nmenbent uk undang-undang tentang penbent ukan Kota Langsa
untuk nengganti Peraturan Penerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang
Pembent ukan Kota Admi nistratif Langsa;

Mengi ngat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik |ndonesia
Tahun 1945;

2. Undang- undang  Nornor 24 Tahun 1956 tentang

Penbent ukan Daerah O onom Propinsi Atjeh dan perubahan Peraturan
Penbent ukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
I ndonesi a Tahun 1956 Nonor 64, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
I ndonesi a Nonor 1103);

3. Undang undang Darurat Nonor 7 Tahun 1956 tentang
Penbent ukan Daerah O onom Kabupat en-kabupaten dal am Li ngkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lenbaran Negara Republik
*12473 | ndonesi a Tahun 1956 Nonor 58);

4. Undang- undang  Nornor 24 Tahun 1992 tentang
Penat aan Ruang (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1992
Nonor 115, Tanbahan Lenbaran Negara Republik 1|ndonesia Nonor
3501),

5. Undang- undang Nonor 4 Tahun 1999 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Pernusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakil an
Rakyat, dan Dewan perwakilan rakyat daerah (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 1999 Nonor 24, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 3811);

6. Undang- undang  Nonor 22 Tahun 1999 tentang
Penerintahan Daerah (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
1999 Nonor 60, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor
3839);

7. Undang- undang  Nonor 25 Tahun 1999 tentang
Peri mbangan Keuangan antara Penerintah Pusat dan daerah (Lenbaran



Negara Republik I ndonesia Tahun 1999 Nonor 72, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ ik | ndonesia Nonor 3848);

8. Undang- undang  Nonor 4  Tahun 2000 tentang
Per ubahan at as Undang-undang Nonor 3 Tahun 1999 tentang Penilihan
Umum (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2000 Nonor 71,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonmor 3959);

Dengan Per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A

MEMUT USKAN:
Menet apkan: UNDANG- UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LANGSA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dal am Undang- undang i ni yang di naksud dengan :

1. Daer ah adal ah Daerah O onom sebagai mana di maksud
dal am Pasal 1 huruf i Undang-undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang
Pemeri ntahan di daerah.

2. Propinsi Daerah Istinewa Aceh adalah Daerah
O onom sebagai mana di maksud dal am Undang-undang Nonmor 24 Tahun
1956 tentang Penbentukan Daerah Qonom Propinsi Atjeh dan
Per ubahan Per at uran Penbent ukan Propi nsi *12474 Sumat er a
Ut ar a.

3. Kabupaten Aceh  Tinur adal ah Daerah QG onom
sebagai mana di maksud dal am Undang-undang Nonmor 7 Tahun 1956
tentang Penbentukan Daerah Qonom Kabupaten-kabupaten dal am
Li ngkungan daerah Propinsi Sumatera Ut ara.

4. Kot a Adm nistratif Langsa adal ah Kot a
Adm nistratif sebagai mana dinmaksud dalam Peraturan Penerintah
Nonor 32 Tahun 1986 tentang Penmbentukan Kota Administratif Langsa

BAB ||
PEMBENTUKAN DAN BATAS W LAYAH

Pasal 2
Dengan undang-undang ini dibentuk Kota Langsa di
wi | ayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Negara Kesatuan
Republ i k | ndonesi a.
Pasal 3

Kot a Langsa berasal dari sebagi an Kabupaten Aceh Ti nur
yang terdiri atas:

a. Kecamat an Langsa Ti nur;
b. Kecamat an Langsa Barat; dan
cC. Kecamat an Langsa Kot a.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kota Langsa, sebagai mana di maksud
dal am pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Tinmur dikurangi dengan



wi | ayah Kota Langsa sebagai mana di maksuk dal am Pasal 3.
Pasal 5

Dengan terbentuknya Kota Langsa, Kota Administratif
Langsa dal am wi | ayah kabupat en Aceh Ti nur Di hapus.

Pasal 6

(1). Kota Langsa nenpunyai batas-batas wil ayah:

a. sebel ah utara dengan Sel at Ml aka;

b. Sebel ah tinmur dengan Kecamatan Manyak Payed
Kabupat en Aceh Ti nur;

C. Sebel ah selatan dengan Kecamatan Bireum
Bayeun Kabupaten Aceh Tinur; dan

d. sebel ah  barat dengan Kecamatan Bireum

Bayeun Kabupaten Aceh Ti nur.
(2) Batas wilayah sebagai mana di maksud pada ayat (1)

di t uangkan dal am peta yang nerupakan *12475 bagi an tidak
t er pi sahkan dari undang-undang i ni

(3) Penentuan batas wlayah Kota Langsa dan
Kabupaten Aceh Tinmur secara Pasti di |apangan sebagai nana

di maksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Dal am Negeri dan
O onom Daer ah.

Pasal 7

(1). Dengan terbentuknya Kota Langsa, Penerintah Kota
Langsa nenetapkan Rencana Tata Ruang W/ ayah Kota Langsa sesua
dengan per at uran per undang- undanga.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang WIlayah Kota
Lhokseumawe sebagai mana di maksud pada ayat (1) dil akukan secara
terpadu dab tidak terpisahkan dari Tata Ruang W /I ayah Nasi onal
Propi nsi, dan Kabupaten/Kota di sekitarnya

BAB | I |

KEVWENANGAN DAERAH

Pasal 8
(1) kewenangan Kota Langsa sebagai daerah otonom
mencakup seluruh kewenangan bidang penerintahan, t er masuk
kewenangan waji b, kecuali bidang politik luar negeri, pertanahan

kearmanan, noneter dan fiskal, agamm, serta kewenangan bidang lain
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

(2) Kewenangan waji b, sebagai mana di neaksud pada ayat
(1), terdiri dari atas pekerjaan umum kesehatan, pendidi kan dan
kebudayaan, pertanian perhubungan, industri dan perdagangan
penanaman nodal, |ingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan
t enaga kerj a.

BAB IV
PEVMVERI NTAHAN DAERAH



Bagi an Pertana
Dewan Perwaki | an Rakyat Daerah

Pasal 9

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa
di bent uk sesuai dengan per at ur an per undang- undangan
sel anmbat - | anbat nya satu tahun setel ah peresm an Kota Langsa.
*12476 (2) Pengisian Keanggot aan Dewan Per waki | an
Rakyat Daerah Kota Langsa dil akukan dengan car a:
a. penet apan berdasarkan perinbangan hasil
perol ehan suara partai politik peserta Penmilihan Urum Tahun 1999
yang di | aksanakan di daerah tersebut; dan
b. pengangkat an anggot a Tentara Nasi ona
| ndonesi a dan Kepolisian Republik | ndonesi a.
(3) Junmlah dan tata cara pengisi an keanggotaan Dewan
Perwaki | an Rakyat Daerah Kota Langsa, sebagai mana di maksud pada
ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

(1) dengan terbentuknya kota Langsa, jum ah anggota
Dewan Perwakil an Rakyat Daerah Kabupaten Langsa tidak berubah
sanpai dengan terbentuknya Dewan Perwaki |l an Rakyat Daerah sebaga
hasi| pem|lihan umum beri kut nya.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Aceh Tinmur, yang keanggotaannya newakili kecamatan yang ternmasuk
dal am wi | ayah Kota Langsa dengan sendirinya nenjadi anggota Dewan
Perwaki | an rakyat daerah Kota Langsa.

(3) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tinmur ditetapkan berdasarkan junl ah
dan konposi si anggota yang berpi ndah ke Kota Langsa.

(4) Pengisian Kekurangan anggota Dewan Perwakil an
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tinmur sebagai mana di naksud pada ayat
(3), dilaksanakan setelah peresm an anggota dewan Perwakil an
Rakyat Daerah Kota Langsa.

Bagi an Kedua
Peneri nt ah Daer ah

Pasal 11

Untuk mem nmpin jalannya pernerintahan di Kota Langsa
dipilih dan di sahkan seorang Wali kota dan Wakil Walikota, sesuai
dengan per at uran per undang-undangan

Pasal 12

(1) Pada saat t er bent uknya Kot a Langsa,

penj abat Wl i kota Langsa diangkat ol eh Menteri Dalam Negeri dan
O ononi daerah atas nana Presiden.

*12477 (2) Walikota Adm nstratif Langsa di angkat
sebagai penjabat wal i kota Langsa.

Bagi an Ketiga
Per angkat Peneri ntahan Daerah



Pasal 13

Unt uk kel engkapan perangkat penerintahan Kota Langsa,
di bentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kot a,
Sekretariat Kota, Dinas Kota, dan Lenbaga Teknis Kota Sesua
dengan per at uran per undang-undangan

BAB V
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 14

(1) Untuk kel ancaran penyel enggaraan penerintahan
Kota Langsa, Menteri/Kepala Lenbaga Pererintah Non-Departemnen
yang terkait, GQubernur Daerah Istinewa Aceh, dan Bupati Aceh
Ti rmur sesuai dengan kewenangannya nengi nvet ari sasi dan
nmenyer ahkan kepada Penerintah Kota Langsa hal - hal yang neli put

a. pegawai yang karena tugasnya diperl ukan
ol eh Penerintah Kota Langsa;

b. barang nilik/kekayaan negaral/daerah yang
berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak
lainnya yang dimliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan ol eh
Penerintah, Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Kabupaten Aceh
Timur yang berada di Kota Langsa sesuai dengan peraturan
per undang- undangan

C. Badan Usaha MIlik Daerah Propinsi daerah
Istimewa Aceh dan Kabupaten Aceh Tinmur vyang kedudukan dan
kegi at annya berada di kota Langsa;

d. utang piutang Kabupaten Aceh Tinur yang
kegunaannya unt uk Kota Langsa; dan
e. dokunen dan arsip yang karena sifatnya

di perl ukan ol eh Kota Langsa.

(2) Pel aksanaan penyerahan sebagai mana di naksud pada
ayat (1) sel anbat-| anbat nya di sel esai kan dal am waktu satu tahun,
terhitung sejak pel antikan Penjabat Wl i kota Langsa.

(3) Tata cara i nvent ari sasi dan penyer ahan
sebagai mana di maksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri Dalam
Negeri dan O onom Daerah *12478 sesuai dengan per at ur an

per undang- undangan
Pasal 15

(1) penbiayaan yang di perl ukan untuk penbentukan Kota
Langsa, sebagai mana di naksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada
Anggar an Pendapat an dan Bel anj a daerah Kabupaten Aceh Ti rur.

(2) Untuk kelancaran penyel engaraan penerintahan,
pel aksanaan penmbangunanm dan pel ayanan kenmasyar akatan, terhitung
sej ak diresm kannya penbentukan Kota Langsa, penbiayaan yang
di perlukan pada tahun pertama sebelum tersusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Langsa dibebankan Kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tinur
ber dasar kan hasi| pendapatan yang di perol eh dari Kota Langsa.

Pasal 16



Semua perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Timur tetap berlaku bagi Kota Langsa sebelum
peraturan perundang-undangan di maksud di ubah, di gant i at au
di cabut berdasar kan undang-undang i ni.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada  saat berl akunya undang-undang ini, senua
per at ur an per undang- undangan yang bert ent angan dengan
undang- undang i ni di nyatakan tidak berl aku
Pasal 18
Ketentuan [|ebih lanjut yang diperlukan sebaga

pel aksanaan undang-undang ini diatur sesuai dengan peraturan
per undang- undangan

Pasal 19
Undang- undang i ni nul ai ber | aku pada t angga
di undangkan.
Agar setiap or ang nmenget ahui nya, nener i nt ahkan
pengundangan Undang-undang i ni dengan penenpatannya dal am

Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a.
Di sahkan di Jakarta
*12479 pada tanggal 21 Juni
2001
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd
ABDURRAHVAN WAHI D

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2001

SEKRETARI S NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A

ttd
DJOHAN EFFENDI
LEVBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2001 NOMOR 83
Lanpiran lihat fisik
PENJELASAN
ATAS
UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A

NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG



PEMBENTUKAN KOTA LANGSA

UMUM

Kota Adnministratif Langsa dengan luas wlayah Kkesel uruhan
nmencapai 262,41 KnR, yang nerupakan bagian dari Kabupaten Aceh
Ti mur sebagai mana di maksud dal am undang Darurat Nonor 7 Tahun
1956 tentang Penbentukan Daerah O onom Kabupat en- Kabupaten dal am
Li ngkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, telah nenunjukkan
per kembangan  yang pesat, kkhususnya  di bi dang pel aksanaan
penbangunan dan peni ngkatan jun ah penduduk, yang pada tahun 1995
berjum ah 110.559 jiwa dan pada tahun 2000 neningkat nenjad

117.256 jiwa dengan pertunbuhan rata-rata 1,21 % per tahun. Hal

i ni mengaki bat kan bertanbahnya beban tugas dan vol une kerja dal am
penyel engar aan peneri nt ahan, pel aksanaan penbangunan, dan
pel ayanan kenmasyar akat an

O eh karena itu, sangat diperlukan adanya peni ngkatan di bidang
penyel enggaraan  peneri nt ahan, pel aksanaan penbangunan, dan
pel ayanan kenasyarakatan dalam rangka neni ngkatkan taraf hidup
dan kesej ahteraan nasyarakat di wilayah Kota Adm nistratif Langsa
Kabupaten Aceh Tinmur, sebagai mana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nonmor 64 Tahun 1991 tentang Penbentukan Kota
Adm nistratif Langsa.

*12480 Secara Ceografis wilayah Kota Administratif Langsa
nmenpunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonom naupun
sosi al budaya. Dari  segqi pot ensi pertanian, industri dan
per dagangan, serta pariw sata, Kota Admnistratif Langsa
nmenpunyai prospek yang bai k bagi penmenuhan kebutuhan pasar di
dal am dan dil uar negeri

Berdasarkna hal tersebut diatas dan nenperhati kan aspiras
masar akat yang berkenbang, wlayah Kota Admnistratif yang
nel i puti Kecanat an Langsa Tinmur, Kecamatan Langsa Barat, dan
Kecamat an Langsa Kota perlu di bentuk nmenjadi Kota Langsa.

Dal am rangka nmengenbangkan wi |l ayah dan potensi yang dinmiliki Kota
Langsa serta nenenuhi kebutuhan pada masa yang akan datang,
terutanma dalam hal peningkatan sarana dan prasarana serta
kesatuan perencanaan dan penbinaan w layah, naka sistem Tata
Ruang W ayah Kota Langsa harus dioptinal kan penataannya serta
di konsol i dasi kan jaringan saran dan prasarananya dalam satu
sistem kesatuan pengenbangan terpadu dengan Propinsi Daerah
I sti mewa Aceh dan kabupaten |ainnya di Propinsi Daerah I|stinmewa
Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Ti nur.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup j el as
Pasal 2
Cukup j el as
Pasal 3
Cukup j el as

Pasal 4



Cukup j el as

Pasal 5
Cukup j el as

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)

Pet a sebagai nana di maksud pada ayat ini adalah peta

wi | ayah Kota Langsa dal am bent uk | anpi ran undang-undang i ni .
Ayat (3)

Penentuan batas wilayah secara pasti di |apangan
antara Kabupaten Aceh Tinur dan Kota Langsa ditetapkan oleh
Menteri Dal am Negeri dan OGionom Daerah setelah menmperti nbangkan
usul Bupati Aceh Timur dan Walikota Langsa yang di dasarkan atas
*12481 hasil penelitian, pengukuran, dan penatokan dil apangan.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)

Dal am rangka pengenbangan Kota Langsa sesuai dengan
pot ensi daerah, khususnya guna perencanaan dan penyel enggaraan
peneri nt ahan, pel aksanaan penbangunan pada nmasa yang akan dat ang,
serta pengenbangan sarana dan prasarana penerintahan dan
penbangunan, di perl ukan adanya kesatuan perencanaan penbangunan.
Untuk itu, Rencana Tata Ruang W/Iayah Kota Langsa harus serasi
dan terpadu penyusunannya dal am suatu kesat uan Rencana Tata Ruang
W ayah Nasional, Propinsi Daerah Istinmewa Aceh, dan Kota di
seki t ar nya.

Pasal 8
Ayat (1)

Yang di maksud dengan kewenangan bidang |ain adal ah
kewenangan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang- undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang Penerintahan Daerah
yang meliputi kebijakan nasional secara makro, dana perinmbangan
keuangan, sistem adm nistrasi negara dan |enbaga perekonon an
negar a, penbi naan dan penberdayaan sunber daya nmanusi a,
pendayagunaan sunber daya alam serta teknologi tinggi yang
strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Selain itu, vyang termasuk pengecualian kewenangan
wajib adalah kewenangan |intas Kabupaten dan Kota serta
kewenangan vyang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah
Kabupat en dan Daer ah Kot a.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Huruf a
Yang di maksud dengan daerah tersebut adal ah
Kecamat an Langsa Tinur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecanatan
Langsa Kot a.
Huruf b



Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.

Pasal 10
Cukup j el as.

*12482 Pasal 11
Cukup j el as.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)

Unt uk nenj amn kesi nanmbungan penyel enggar aan
peneri ntahan, penjabat Walikota Langsa nel aksanakan tugas sanpai
dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Langsa hasi
pem | i han Dewan Perwakil an Rakyat Daerah Kota Langsa.

Pasal 13
Pembentukan Dinas Kota dan Lenbaga Teknis Kota harus
di sesuai kan dengan kebut uhan dan kemanpuan Kot a.

Pasal 14

Cukup j el as.
Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penbiayaan adalah biaya yang
di perunt ukkan bagi penmbangunan gedung perkantoran, runah dinas,
per | engkapan kantor, sarana nobilitas, serta biaya operasional

bagi kel ancar an penyel enggar aan peneri nt ahan, pel aksanaan
penbangunan, dan pel ayanan kenmasyar akat an
Ayat (2)
Cukup j el as.
Pasal 16
Cukup j el as.
Pasal 17
Cukup j el as.
Pasal 18
Cukup j el as.
Pasal 19
Cukup j el as.
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